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BUPATI MUARA ENIM

bahwa dengan tfelah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupatenm Muars Enim Nomor 20 Tahun 2000 fentang
Pemmbentukan Organisasi dan Teta Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Muara EBEmmnm, maka dalam  vangka
kelancaran pelaksanaan tuges Kantor Pemberdayaan
Masyarakat perlu dilakwkan Penjabaran Tugas Pokok dam
Fungsi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Muara
Enim ; '

babwa beplasarkan perimbengan schagamana i maksud
hurut a perlu menetapltan Eeputusan Bupati Muata Enim
tentang  Pengebaran  Tugas Pokok dan Fongsi  Kaotor
Pemnberdayaan Masvarakat Habupaten Musra Enim,

Undang-undang Republik lndonesia Nomor 28 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1l dan Hotapraga di
Sumatera Selatan { Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negarma
Republik Indonesia Nomor 1821 ) ;

Undang-undang Repubhlk Indonesia Nomor 22 Teahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah { Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembarman
Negara Republik Indonesis Nomor 3839 )

Undang-undang Republik Indonesia Momor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Kenangan antera Pemerintah Pusat dan
Daerah ( Dembaran Negara Bepublik Indonesia Tahuan 1999
Nemor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3848 1 ;

Undang-undang Republik lndonesia Nomor &8 Tahun 1999
tentang Pokok-pokok Kepegawaian { Lembaran  Neguara
Republik  indonesia Tabun 1974 Nomor 355, Tambaban
Lembaran  Negara® Republhk Indonesia Nomor 3041 )
sehagaimana divbah  dengan Undang-nndang Nomor 435



-3 -

Tahun 1999 [ Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 38090 7 ;

l

Peraturan Pemerintsh Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2000 tentang  Kewenangsn  Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerab Otonom { Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952 ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 84 Tahun
2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Dacrah
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
163)

7. Keputusan Presiden Republik ndonesia Nomor 44 Tahun
1999 tcntang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan  Peraturan Pemecrimtah, dan Rancangan
Kepatusan Presiden ;

8. Feraturan Dacrah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kshupaten Muam
Enim ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun
2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Dacrah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTLISKAN .

Menctapkan KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN

TUGAS POKOK DAN FUNGS] KANTOR PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KABUPATEN MUARA ENIM,

BaB I
KETENTUAN MU
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan -

1. Dacrah adalah Kabupaten Muara Enim

2. Pemenintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Bupati adalah Bupati Musars Enim.,

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.

5. Bekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.

6. Kantor Pemberdayaan Masyarakat adalah Kantor Pemberdayvaan
Masyarakat Kebupaten Muara Enim.

7.Kepala Kantor adalah Kepala Hantor Pemberdayaan Masyacakat
Kabupaten Muara Enim.

8. Kelompolk Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil
yang di ber tugas, wewenang dan hak secara penuh olel pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai  dengan
profesinya keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas
pemerintahan.

BABI......o
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BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGE]
Pasal 2

(1) Kantor Pemberdayasn masysrakat merupakan unsur penunjang
Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

{2} Kantor Pemberdayaan Masyarukat di pimpin oleh seorang kepala
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Dacrah.

Pasal 3

Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempumnyai tugas
menyelenggarakan Pemberdayasn Masyarakat yang menjadi tamggung
jawabnya meliputi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdavaan
Perempuan dan Sosial

Pasal 4

Untuk mcnynl:ngmamkaﬂ tugas tersebut pada pasal 3, l{aumr.
Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi : '

a. Pelaksanasn pernmussn kebijakan teknis di bidang
masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan masalah sosial ;

b. Keoordinasi pelaksanaan pembangunan desa dan pnmhungunan

ptmbangunan ;

c. Pelaksamasn  program  rintisem pcmbc:ﬂa_-,rmn perempuan
organisasinya dan efeltifitas sclanjutnya ;

d. Penyvelenggarasn fasilitas usaha rchabilitas masalah sosial dan
bekas hukuman serta pelaksanaen usaha pelayanan penderita cacat
dan pelayansn bantian sosial bagi yalim piatu, orang terlantar,
keterbelakangan, pumammmmldmfﬂmmmm

e. Pelaksonasn wmsan ketatansahaan,

BABI
ORGANIBAS]
Bagian Pertama
SUSUNAN ORGANIBASI
Pagal 5
Kantor Pemberdayasn Measyaraleat terdiri dari :
a Hepals ;
b. Sub Bagian Tata usaha ;
c. Heksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kota
d. Selsi Pemberdayaan Perempuan |

e Scksi Sosial ;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.



SUB BAGIAN TATA USAHA

Pazal &

Sub Bagian Tata UEH].'[B_ mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

rencana dan  program, urusan sarat menyurat daop  kearsipan,
dl_w keuangan, perlengkapan, rhah tangpa dan perjalanan
inas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas terscbut pada Pasal 6, Sub Bagisn
Tata Usaha mempunyal fongsd ;

program kerja, pelaporan dan evalhiasi

Pelaksanaan urisan kepegawaian ;

Pelak=anasan urusan surst menyurat dap kearsipan, rumah tangga,
perlengkapan, kehumasan dan perjalanan dinas, dokumentasi dan
kepustakaan ;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B

oo

Bagian Ketiga
BEKE]I PEMBERDAYTAAN MABYVARAHAT DESA [ KOTA
Pasial B | o

Seksl Pemberdayaan Masyarakat Desa [ Kota mempunyami tugas

melaksanakan penviapan bahan kebijakan pemberdayasn masvarakat

di bidanpg ketahanan masyaralkat desa, sosial budaya masyarakat,

usaha ckonomi masyarakat desa, sumber daya desa dan pemultiman

desa serta pendayagunasn teknologi fepat guna baik kelompok fmaupun
Fasal 9

Untuk menyelenggarakan ftugas terscbut pada Pasal 8, Seksi
Pemberdayann Masyarakat Desa [ Kota mempunyai fungsi

a.  Perumusan kehijakan tcknis penyelenggaman pembinaan
ketahanan masyarakat desa, sosial budaya masyarakat desa,
uaaha ekonomi masyarakat desa, sumber daya desa dan
pemuloman desa serta pendayagunasn icknologh fepat guans;

b,  Penyiapan baban dan pengelolaan data serta peayusunan program
peningkatan peranan kelembagaan masyarakat desa ;

¢ Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan motivasi terhadap
kegiatan lembaga Ketahanan masyarakat desa serta melakukan
upaya-upaya kesejahteraan  keluarga dan pcngﬂmhangan
perpustakasn desa;

d. Pelaksanasn pembinaan dan peningkatan ketrampilan pengurus
lembags ketahanan masyarakat desa |
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e Pembinaan kescjahieraan keluarps, lembaga swadaya masyarakat
desa serta peningkatan peran generasi muda ¢

L Penyiaspan bahan penyclnggarasn lomba desa ! kelurahan serts
tatalaksans masyarakat desa ;

g Penyiapan bahan dan petunjuk tekuis pelaksanasn serta evaluasi
bantuan pembangunan desa :

h. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pengelolaan data tentang
bantuan { subsidi pembangunan desa, perkreditan, produksi dan
pemasaran, lumbung desa dan tabumgan masyarakat desa ;

L Pelaksapssm dan pemberian bimbingan dalam pengembangan
tenaga kerja pedesann |

i+ Peomberisn motivasi dan swadayn golong royong scrta  kesadaran
masyarakat dalam pembangnnan desa :

k. Penyiapen bahan pelakssnasn usaha samber dayva desa dan
pemukiman desa yang meliputi perumahan dan linglkungan dess,
prasarana dan sarana desa serta penataan pemukiman desa ;

L Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan  pemanfagtan tcknologi tepat guna, pemasvarakatan
ieknologi tepat guna dan kerjasama dengan selttor informal ;

m. Pelaksanaan bimbingsn telmis dalam rangks prlaksanasan program
kerjmsama pendayagnnasn study dan pengkajion teknologl tepat

guna ;

n. Penyclenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program
pendayagunaan teknologi tepat guna

0. Pelaksanan tugas lain vang diberikan olch atasan.
Bagian Keempat
SERS] PEMBERDAYAAN PEREMPUARN
Pasal 10

Sclesi Pemberdayaan Perempuan mempunyal tuges  menviapken
bahan dan melaksanalean kebijakan  di bidang  pemberdayaan
perempuan yang mencakup pemberdayssn, kesétaraan dan keadilan,
pengahpusean kekerassm, Hak Azazi Manusia perempuan  dan
kclembagan yeng mendukung kemsjuan peEreEmnian.

Pazal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut. pada Pasal 10, Scksi
Pemberdayaan Perempuan mempunyai fu ngsi

& Penyiapsn bahan peruinusan  kebijakan teknis  di bidang
pemberdayaan perempuan ;

b. Penyusunan ...
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b.  Penyusunan program dan melaksanalan program  rintisan
pemberdayasan perempuan, organisasinya dan aktifitas lanjut ;

¢. - Peningkatan partisipasi peran aktif masyarakat termasuk upaya
mmmwwmm-mpuﬂﬂ;

d. Fﬂnfﬂmmﬂanmmidmpchpomnp:hkmmpmmm,
melakukan  pemantausn  serta  mengkaji  berbagi dampak
pembangunan terhadap upaya pemberdayasn perempuan menuju
kesetaraan dan keadilan |

c. &n.p:mﬁamndampelaknmﬂnpmpcmhanmmdﬂ:mh
yang pelm jender dalam berbagai aspek kehidupan masysiakat ;

f  Pelaksanaan pembingan terhadap organisasi-organisasi wanita
dalam usaha untuk peningkatan peranan wessita menuju keluarga
aschat sejahtern | .

g Pelaksanaan tagas lain vang diberikan oleh atasan.

tana - susila, Mawi:;ma, korban narkotilca, bekas hukuman serts
pengemis. Pencegaban masalah tuna susila, pelayanan dan bantuan
gosial bagi anak yatim piatn, orang terlantar, keterbelakangan, putus
sekolah, anak nakal, fakir miskin serta keluarga resah,

| Pasal 13

Uniik menyelenggarakan tugas terschut pada Pasal 12, Seksi Sosial
mempunyai fungsi : ,

a.  Penyiapan bahan pemmusan kebijakan teknis di bidang Sosial ;

b.  Penyiapan bahen dan Penyusunan program pelaporan dan
evaluasi pembangunan di bidang sosial ;

¢. Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial,
pembmaan swadaya sosial masyarakat serta membina masyarakat
mmgdmp;mhmmmmﬁal;

d. Penyelenggaraan pelayanan asistensi sosial / bantuan sosial
perintis dan pejuang kemerdekansn serta usia lanjat ;

€. Pelaksanaan bimbingan teinis dan cvaluasi kegiatan penyuluban
dan bimbingan sosial ; :

f . Pelaksanaan bimbingan, pembinasn dan evaluasi swadaya sosial
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masyarakat  dalam menunjang  kelancaran  pelaksanasn
pembangunan |

g FPeo dan bingan taman makam ;
Rﬂlﬂﬂﬂﬂﬂrﬂﬂn; pem pahlawan |}

h. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan panti-panti  sosial
pemerintah mavpun swasta ; :

i.  Pelaksanaan bimbingan dan pengewasisn lkarapg ‘Tearuna, pusat
kegiatan kesejahteraan kcluarga, anak den izin-izinnya ;

J Pembinasao danpcﬂmkﬂgmmnpdﬂkaanaanundmdm
pmgumpuhnumgatﬂubamngniﬂlamrm:gkahesqahtcrmmﬂ

k. Pelaksanssn bimbingan dan pengawasan kegiatan rehabilitasi tuna
wismg, membimbing den mengewesi usaha sosial ke areh
pemberantasan tuna susils ;

1 Pclﬂkm;nbmhmgandmrchahﬂnam anumlkmhannarknha
dan bekas hnkuman . '

m. Penythnggarmusnhamhahiﬁtampem!eﬂmmtdanhum
bencana alam seita orang terlantar

0. Pelaksanaan pembinasn dan bantuan tingkat pertama dalam
mengatasi korban bencana alam, mengawasi usaha pengumpulan

o. Pelaksanasn tugas lain yang diberikan olch atasan,
Bagian kelima
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
| Pasal 14
Kelompok Jabatan Fungsionsl mempunyai fuges melaksanaksn

sehagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional
masmg-masing berdasarkan perafuran  perundang-undangan  yang

(1} Kelompok .Jabatan Fungsional terdiri daeri scjumlsh tenags
ﬁmgmnﬂmgmdahmbﬁmmwﬁmw“m
dengan bidang keahliannya ;

{2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin olkeh seorang
tenaga lungsional sendor yang di tunjuk oleh Kepaln Kantor ,

{3} Jumlah tenage fongsional tersebut pads ayat (1) ditentulen
berdasarkan kebutuhan dan beban keija ;

{4 deanpnjﬂngphamnﬁmgsmna!mbagmana:hmakmui ayat
L.Ep rl:l:u atmr berdasarkan peraturan pe:undang—undanmn yang
' BAB I"F
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BAB 1V
PENUTUP

Pasal 16

Hal —- hal yang belum di atur dalsim Keputusan i sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati

Pasal 17
Heputusan ini mulal berlakn pada tamggal diunndsmghan,
Agar sapaya Hl:l.ap orang dapat mengetabuinya, memermtahkam
Pengundangan Keputusan ini dengan penempatanoya dalam Lembaran
Datrah Kabupaten Muara Endm.

Ditetapkan di  Muara Enim
o pada tanggal
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AHMAD SBOFJAN EFFENDIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR
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